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HUBUNGAN TIMBAL-8ALlK 

ANTARA HUKUM DAN POLITiK *) 

Oleh: Alfian. 

Sl'hltiJiI sltiJi H.'lltang r".:.'llgcIHI<lliall sllsial L1alalll llla sy~Jr~lkat Jesa 
ICrlClllU di ACl'll hl'rdas:trkan penclilian lapangan ya llj! diad,Jbn utJlam 
!Clhun 1(J74 l1lL'llunjukbn pcr<lll<Jn yang. kurang hl'rarti dari hukum ualam 
kchidupan sell;!ri-Ila!'i :lnggau!;t-Jng).!JUI;l l11Jsyar;Jkal illi. I) Tingbh laku 
sosj,d l1lL'rcka" dali.illl hcrilltcgrasi anla!";) S;Jlu sam,t bin Ichih banyak 
dip,:ng,aruhi olc l1 I/rJrllltl-IIIWl'I/a / llilai-I/f"!ai agalllil dall adal d.aripJd<l olch 
pcr;'ltur<ln-rll..'raluran 11UkUJll y:lllg. scy()g.ya l !ya harus berlaku. NlH"m:.l.-llOrnW 

IlIIkullI schag.;ti haha~ian dari siSliTll hlH.L.lya lT1a~Y,Hakal illl lampak tiuak 
h:tnyak hL'rpcng:JI"Ilh. dan olch karcnJ illl hanya Ilh_'lllpunyai andil yang 
~'dik i l pula d;dan'j ;ncw<Jrllai pola pl'l'!-,alllall sosial Ilh:rl'b. Cukup hanyak 
pl'riSliwa- rk:rhliwa pt'langgaran hukulli. St'pl'rli pcrh'lahian berd'Hall. y<'lIlg 
dikl.'l;,!lllIi Ullllllll yall~ lida k pernah s~llllpai ke ilIU\..;1 silhing pcn~t.ldilan. 
Hiasallya p('risli\" /~I-lx'ris Liwa illl disl'lcsaikan t111.·1~lIl1i sual u upacara 
lllu~yawar;'lh adat yall~ dischul 'jwl/w;l'lfk ". Yang. 1l1C11arik perhatian ialah 
halm';\ prak ll'k "Pl'lI~l'j('lIk" illi M.'I'lI1~ pul:! uilelllpuh oleh IlH:rcb ya.ilg 
SUU:"l h:'rlx:laj;1I ;lIalllln~lIr -ullsur IIHlllt:ren oari masyarakal AL"l'h. Mungkin 
,ek:Jli hal-h;tI ~ertlpa ini dikell'nlukan pul" tli dal'rah-d:ll'l':lh l"ill. 

Salah saW faklor yanf! menycbahkan Icmahnya arti hukuI11 dalam 
kellidupan masyarakat dest! ACl'h ialah karen,t ia merupakan scsualu yar.g 
]'clatif baru, terutama kalau dihandingkan dcngan agama dan adell. Di 
salllping itu dikctahui pula h:Jllwa dalarn proses sosialisasi Ililai·nihti agan,~' 
Jan adat mClllPunyai salman-salman yang kuat dal:un masyarakat. 
sch ingga mcmungkinkanny;t untuk Icrus bisa mcmpengaruhi pol<J inlcf<Jksi 
s{Jsia\ yang ada dan berlaku. Faktm lain ialah karcn<t tcrdapat kilsus-k:.:su:s 
di mana oknum-oknllnl lcrlcntu yang seharusnya Illcmainkan ptranan 
sehagai pehlks<Jna dall pencgak hukum. dik<.,tahui at£lu di<JIlg~ap olch 
m<lsyar<lkat seh4..lgai aparat y,mgjllsl ru Illclallggar dan mcnyclcwcngk::.IIlnya. 
DcngaJl lklllik ian kepcrcayaan llIl!rck<l tcrh'l(..I£Jp kckualan pcraluran
per;.IIuran hukum yang ad:.l hcrangsllHII1g.sur hibng. Suatu siSlin' 
ll1asyarak:JI idc:J1. yaitu llIasyarakat adi!. yang uigamharkan ulch 
norl11:..t-norma/ nibi-nibi hukutll tampak scmakin jaub hcrbcda dcngan 
realit£l y£lllg mercka alami s('hari-hari. 

Jclaslah kiranya bahwa pengetahuan masyarakat yang tcrhatas tcntang 
pcraluran-peraturan hukum yang ada merupakan salah saW pellghalaIlg 
utama dalam us:.tha ulltuk mcnjalankan dan mcncgakkannya. Pcngilalallg 
*) KCJ'l<Is prasaran pada Sirnposiulll Hubungan Timbal·Balik an tara Hukum 

d:m KCllyat;.Jan-kenyataan Masyarak<It. Jakarta. 26·28 Pl'bruari 1975. 
Disclcnggaran llieh Badan Pl'mbina Hukurll Nasionallt· . Lcmhaga IImu 
I\'ngctah uan Indoncsi;J (L IPI). 
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yang lain ialah belum mant.pnya kepereay.an masyarakat terhadapnya 
sebagai penjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka seeara adil. 
Kurangnya kepereayaan terhadap hukum bisa pula disebabkan oleh 
anggapan masyarakat bahwa materi yang terkandung dalam sebahagian 
peraturan-peraturan hukum yang ada kurang bersesuaian, kalaulah tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anggap sangat esensi. Usaha ke 
arah pembaharuan, pembentukan dan pembinaan hukum nasional 
sebahagian akan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan menyelesaikan 
masalah-masaJah ini. 

II 

Tilik perlemuan an tara hukum dan politik anlara lain dapal dieari 
dalam bidang hukum talanegara (constitutional law). Bidang ini 
mempelajari segi-segi farmil dari struklur politik terlentu sebagaimana 
dikehendaki oleh konstilusi yang ada serta undang-undang dan 
peraturan-peraturan yang melengkapinya. la menelaah ten tang bagaimana 
kekuasaan politik diatur atau dibagi, apa-apa fungsi lembaga-Iembaga 
tertentu, apa saja hak dan kewajiban politik anggauta-anggauta masyarakat 
(warganegara), bagaimana peraturan permainan politik yang sebenamya 
harus berlaku, dan entah apalagi . Hal itu semua dikupas seeara legal-formil, 
yaitu sebagaimana yang dinginkan oleh Undang-undang Dasar. Dari situ 
akan tcrlihat kerangka formil dari suatu bentuk pemerintahan yang 
dianggap mencerminkan suatu sistim po!itik yang ideal. 

DaJam kenyataan sehari-hari, apa-apa yang diatur seeara formil (hukum) 
itu tidak selalu diikuti dengan seksama. Bahkan kadang-kadang tampak 
bahwa praktek-praktek polilik yang berlaku dengan seenaknya menginjak
injak konslitusi yang ada, sebagaimana sering terlihat pada waktu 
sese orang alau satu golonganjkelompok memaksakan kekuasaannya 
dengan j:!lan kekerasan tanpa mengindahkan peraluran permainan politik 
yang lelah disusun. Sistim polilik formil (ideal) menjadi sangat berbed. 
dan mungkin sekali bertentangan dengan sistim politik yang riil berlaku. 
Sebahagian ahli mungkin melihat kenyataan seperli ini sebagai sualu 
pemerkosaan terhadap hukum ketatanegaraan. Pemakaian kekuasaan 
politik yang sewenang-wenang seperti itu biasanya juga eenderung untuk 
memperkosa hukum yang mengatur bidang-bidang lain seperli perekono
mian dan kepegawaian. 

WaJaupun bagaimana, satu hal sutit dipungkiri bahwa di mana-mana di 
dunia ini terjadi manipulasi palitik. Tidak ada satu sis tim polilik yang ideal 
yan.g bisa dijalankan sebagai realita dalam kehidupan politik sehari-hari 
yang betul-betul persis sebagaimana yang dikehendaki oleh huruf-huruf 
hukum (konslitusi) yang mengalurnya. Sedikit atau banyak, di sana-sini, 
terjadi manipulasi po!itik. Oleh karen a itu, kaJau kita perhatikan dengan 
le!ili akan dapat dilihat bagaimana pola tingkah laku polilik suatu 
masyarakat lidak pemah berjalan betul-betul man tap di atas reI 
peraturan-peraturan yang mengaturnya, melainkan meliuk-tiuk atau, 
kadang-kadang, samasekali meneuat keluar. 
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III 

Manipulasi politik teIjadi bilamana ada usaha untuk mempergunakan 
peraturan permainan polilik yang ada buat kepentingan perorangan atau 
golongan tertentu. (Walaupun kepenlingan perorangan atau golongan itu 
tidak selalu berlainan atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan/kepentingan nasional, tetapi ia juga tidak selalu sarna 
dan sejajar dengan itu). Tarikan dari berbagai kepentingan perorangan atau 
golongan itulah yang menyebabkan meliuk·liuknya pola lingkah laku 
polilik di atas peraturan permainannya . Sejauh goyang tarikan itu tidak 
samasekali terlepas keluar dari reI peraturan permainan yang ada, maka 
manipulasi polilik yang terjadi masih dapat dikendalikan oleh sis tim 
polilik yang berlaku. Persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara 
sedang berkembang seperli Indonesia ialah bagaimana /dranya me
IlgendaUkan mallipulasi-mallipulasi paUtik da,; berbagai pihak/golongan 
sehillgga tidak sampai keluar da,; rei peraturan permainan. Kalau sampai 
keluar, maka ia akan bisa merusak kerangka sistim polilik yang sedang 
dibangunnya. Dengan lain perkataan, apakah sistim polilik itu mempunyai 
mekanisme yang mampu mengendalikan manipulai-manipulasi politik 
semngga tidak sampai meliwati balas-batas yang bisa ditolerimya. 

Kalau kita telili pola lingkah lakOJ politik Indonesia dalarn tahun 
19S0-an , yang juga dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal, maka di situ 
terlihat adanya manipulasi polilik yang serna kin meningkat semngga 
akhirnya tidak terkendalikan. Pada mulanya aktivitas partai-partai politik 
yang ada dan banyak itu tampak menyumbangkan sesuatu yang positif 
bagi sistim politik Indonesia, yaitu dalarn menyadarkan anggauta-anggauta 
masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik mereka. 
Tetapi , lambat !aun dan sebagai akibat langsung dari persaingan yang 
semakin sengit antara partai-partai itu, terutama dalam masalah ideologi, 
sebahagian besar dari anggauta-anggauta masyarakat terbawa ke dalam 
suasana kesadaran berpolilik yang sempi!. Manipulasi politik yang 
dimainkan partai-partai relatif berhasil memukau pengikut-pengikutnya 
untuk mempunyai pandangan polilik yang sangat memihak, yaitu yang 
menganggap bahwa golongan atau partai mereka sajalah yang benar. Hal 
itu menyebabkan mereka mempunyai gambaran yang rusak atau lidak 
sehat tentang sislim politik Indonesia. Akibatnya, pola lingkah laku polilik 
Yang tertanam dan dianut sangat diwarnai oleh kepenlingan golongan 
masing-masing yang saling berbeda dan bahkan ada yang saling 
bertentangan (ideologi). 

Kerasnya pengaruh kepenlingan golongan telah menyebabkan ter
jadinya penyelewengan-penyelewengan dari peraturan-peraturan per
mainan polilik yang berlaku, seperli pengangkataiJ. ternan-ternan 
separtai/segolongan pada posisi-posisi tertentu tanpa memperdulikan 
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan . Penyelewengan dalam 
bidang ekonomi, seperti pembagian lisensi dan praktek-praktek koruptif 
lainnya, mulai pula terjadi. ltu semua jelas . menunjukkan bagaimana 
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11l<ll1ipulasi politik yang sudah sulit untuk dikendalikan mengancam 
kcuudukan hukum dalam masyarakat. Mi.lnipulasi politik scperti itu 
rupanya sudah meliwdti balas yang bisa ditolerir oleh hukum 
kctatanegaraan yang seyogyanya mcngatur dan mengawasi peraturan 
pc rmainan politik itll scndiri. Jadi. karena sistim politik yang berlaku 
kurang mampu menegakkan hukum ket(Jtanegaraan secara mcmuaskan 
tclah mengakibatkan terjadinya manipulasi-manipulasi politik yang 
bcrlebih -Icbihan schingga mungkin sckali tclah meliwati batas-batas yang 
diperkenankan olch pcraturan permainan politik yang ada. ManipuJasi 
politik yang sudah stllit untllk dikcndalikan itll selanjutnya mcngall cam 
kedudukan hukum yang mcngatur scgi·scgi lain daTi kehidupan 
masyarakat. Oi sini jclas terlihat adanya hllbllngan timbal-balik atau saling 
bcrkaitan antara hukum dem politik. 

Yang mCllarik pcrhatian ialah kenayataall bahwa suasana kehidupan 
politik yang bebas da lam I.aman DeJnokrasi I,ibaal justru membawa sistim 
politik Indonesia kc pintu gerhang krrunyaman. MCllgapa? Sebahagian dari 
jawabannya mungkin tcrlctak pada perkiraan bahwa pengetahuan politik 
sc bahagian besar anggau ta masyaraka I pada wa k t u i I u herasal daTi kesad aran 
atau ikatan tcrhadap kclompok primordial masing-masing yang masih 
kcras. scpcrti tcrhadap sukll. aHran. d~11l aganHl. Hal illl tcblh 
lllelllungkinkan tl'rjadinya manipubsi poiitik sccara ckstrim olch berhagai 
goillngan yang berhasil mempunyai pcngarllh d ... llam partai-partai tcrtenlu 
schingga tid<1k mampu lagi dikendalikan oleh sistim politik yang ada. 

Scbelum anggauta-anggaula masya rakat SCTllp<l1 mengetahui dan 
mcnyadari sccara wajar dan sch,1I tClltang hak-hak dan kewajiban
kcwajiban mercka dablll sistim polilik Ind(lIll'sia paJa waklll ilu. mercka 
tcb't tcrlcbih dahulu dipL'ngaruhi olch kepcnlingan-kepcntingan atau 
scntimcll-scntimcJ1 golongan yang scmpit. 

Pl'nglilamaan kcpcntingan goiollg.an dengun senJirinya bisa ITIellyabot 
kepcntingan nasional yang sudah uinomor dlWkall_ Dcngan Jemikian, 
kepcntingan nasional slilit lIntlik dapat dipakai buat keperluan 
mcngendalikan manipulasi politik golongan. Rupanya itulah antara lain 
scbabnya mengapa rnekanisme pcngendalian manipulasi polilik tidak 
bcrja lan scbagaimana mestinya, kalaulah tidak samasekali lumpuh di 
zaman Dcmokrasi Liber:.!!' 

Perpindahan ke sistim Dcmokrasi Tcrpimpin tidaklah bcrarti bahwa 
manipulasi polilik golongan/parlai su dah bcrakhir atilu tcrkendalikan. 
Wulaupun dua partai. Masyumi dan PSI, sudah dibubarkan dan kemudian 
sistilll kcpartaian discderh~lIlakan lagi mcnjadi hanY<l 10 p:.trlai saj3 yang 
bolch bcrdiri, namlln di ha\vah sclimut {J(,lI/okra:;; 7C'rpimpili ilersain:;;,J.t1 
polilik yang scngil bcrdas<lrkan kcpcnlingan guiongan terus bcrlangsung, 
BeiJerapa pUriai. seperri PKI. Nli dan PNI. ""hk.n sama-sal1l" mcngklaim 
ICljadinya pertiJJnbahan imggauta dan pl'ndukung yang llWllyolok, 

Hal illl 11lungkin dapat dipabi scbagai salah sa tu ukuran betapa 
scngi lnya persaingan politik :mtara Illcreka pada wi:lktll ill!. di samping 
scha~ai scbuah contoh yang gampang UIlIUK melillJl kchadiran manipulasi 
pulilik. SUIl~gllI1Pllll hL'!!iltL \Varna DClllokrasi Tnpimpin mC'l1lan~ sangal 
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uiliomillir olch tingkuh laku politik almarhulll bekas Presiden Sukarno. la 
dianggap olch banyuk orang dan ahli sebagai seorang politikus yang amat 
ccrdik. dan illl dali.lll1 bahasa ilmu politik bisa pula disebut sebagai 
manipulator politik yang ulung. Bung Karno dianggap oleh scbahagian 
orang schagai Iclab lllcmbawu praklck manipulasi politik pada titik yang 
3ma! jauh. yailll karena ia I11cllunjukkan sikap bahwa POlilik iLU adalah 
penglima. y:.IIlg berarti bahwJ segula scs ualU. lcrmasuk hukum. harus 
111l'llgutamakan ilLi. 01ch karena itll, kcdudukan hukul1l Jalam sistim 
DclllokrJsi Tcrpirnpin tamrxlkjauh 1ebih Icraacam Jagi. 

Padil umumnya pengctahuan /kcsadarall pelitik scbahagian besar 
allggllta lllasyarkal mJsih s .. mgat (Ii~ngaruhi oleh kepentingan golongan 
atat! partai. letupi. pada WJktu yang samu. dalam sistim Demokrasi 
lerpimpin. JX'ranan akti!, yang di11lainkan Bung Karno dalam poULik telah 
mempesollu mercka pula unluk Illcngiktili kcpemimpinannya. Akibatnya, 
sisti m pulitik y'.IIlg berlakll pada waktu itu juga lidak berdaya 
O1cngl'ncJulikan proses manipulasi pcJitik yang semakin meningkal , yang 
akhirnya kit4.1 ketahui lchlll mcngilallL'urkan dirinya sendiri. 

IV 

Dalam v .. aktu yang rclatif singkat Indunesia lelah mcngalami dua sistim 
politik yang bedJCda. Walaupull perbcdaannya tampak sangat kontras. 
mllilun kcduanya raengalami nasib yang sama . gaga\. Berdasarkan uraian di 
alas salah satl! pcnycbab ulama dad kegagahm itu ialah faktur yang sarna 
pula. yaitll kctidak marnpuan kedlla macam sistim politik illl 
rncllgcnclalikall manipuiasi·manipulasi politik yang terjadi oi dalam barang
tubuhnya. Proses peningkatan manipulasi biasanya tcrcermin ua lam 
persaingJI1 politik y:l.Ilg serna kin sengit schingga mcngakibatkan terjJuinya 
kctidak stJbilan politik, Proses ketidak stabilan juga diikuti oleh semakin 
tcranl:umnya kedudukan hukum dalam masyarakat , terlltama dapa! dilihat 
dalam kc·tidak mampllJn hukum ketatancgaraan mcngatur pcnnainan 
polilik sebagJimana mestinya. Di sini kembali kita me1ihat hubungan 

tilllbul-b;jlik yJng sangat erat un tara hukum dan politik. 

Kabll ki tJ te Ii Ii Ie bill dalam. maka k unci dari kesuli tan -kesuli tan dalam 
menegakkan hukum dan menjaga kestabilan politik tampak terletak pacta 
sifal / tingkal partisipasi sebahagian besar anggauta masyarakat , lermasuk 
kaum lerpelajar, pcjabal. mililcr. pemuka agama d:.m tokoh politik. yang 
masih lemah atau kurang sehat, SchagaimanJ Lelah dikemukakan di alas. 
dalam bidang hukum kelemahan parlisipasi anggauLa masyarakat an tara 
bin dischabb.1l ulcll karena pengetah uan mercka tenlang pe raturJI1-
IK'r~ltur~1Il hllkul11 y~IJl~ ada l11asih jauh uaripada scmpurlJa. Oi sJmping ittl. 
hpl.'l'cayaJII merckJ tcrhaJap hukull1 dipe rkirakan kur:ltlg mall tap pula. 
JIlIJra !aill karena tL'rjadinya perhuatall -perhllJlan yang dianggJp 
Illeianggar hukuI11 yallgjustru dilakukai1 olel1 oknlllll-oknl!1l1IcrteIlIU yang 
sellarusnya berkcwajihJIl dan berlJnggung j~l\\'ah alas pcl:.tksallJ4.ln dan 
pCllegakkJllllya. A'risis kcpacayaul/ /cr/Illtiap IJllklllll hisa pulu disehahkllfl 
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olell karena kemullgkinan adanya kekurang lIarmonian, kalaulall tidak 
saling bertentangan,antara materi yang terkandungdalam peraturan hukum 
tertentu dengan ni/af-Ili/ai yang dianggap esensi oleh masyarakat. 

Kalau memang begitu, maka kedua faktor ini (pengetahuan dan 
kepercayaan), di samping saling berkaitan, bisa dipakai sebagai 
ukuran-ukuran untuk menentukan sifat/tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap hukum. Semakin sehat sifat/tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap hukum, maka diperkirakan akan semakin mudah pula usaha 
untuk menegakkan hukum, dan sebaliknya. 

Kedua faktor ini bisa juga dipakai untuk mengukur sifat/tingkat 
partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam dua sistim politik Indonesia 
yang sudah gagal, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, jelas 
tampak bahwa pengetahuan atau kesadaran politik sebahagian besar 
anggauta masyarakat masih sempit atau terbatas . OIeh karena itu 
partisipasi mereka juga kurang sehat, seperti an tara lain tergambar dalam 
mudahnya mereka terbawa oleh arus manipulasi politik yang meng
utamakan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pada 
waktu yang sarna juga terlihat tcIjadinya proses kemerosotan kepercayaan 
mereka terhadap sistim politik yang berlaku pada waktu itu. Kenyataan ini 
tambah mempersulit mereka untuk mau dan mampu berpartisipasi secara 
sehat. Akibatnya, kedua sistim politik itu menjadi semakin tidak stabil 
yang akhirnya ambruk sendiri. 

Dari sini kita mungkin dapat mengambil satu asumsi, yaitu, bahwa tidak 
adanya partisipasi yang sehat (aktit) dari masyarakat dalam politik telah 
memungkinkan manipulasi-manipulasi politik dari berbagai golongan 
menjadi tidak terkendalikan dalam kedua sistim politik yang disebut di 
atas . Kalau asumsi ini mempunyai unSllf-unsur kebenaran , maka partisipasi 
aktif anggauta-anggauta masyarakat dalam politik bisa bertindak sebagai 
mekanisme dalam mengendalikan (mekanisme pengontrol) manipulasi
manipulasi polilik sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup sesuatu 
sistim politik secara stabil dan dinamis. Kalau begitu , manipulasi politik 
yang terkendalikan adalah sehat, karena ia memungkinkan adanya 
dinamisme dalam kehidupan polilik, sedangkan pada waktu yang sarna 
juga mampu mempertahankan kestabilan . 

v 

Tampilnya Orde Baru di tahun 1966 kalau tidak salah antara lain 
dimaks.udkan untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang pernah teIjadi 
sebelumnya, dan berusaha membangun kern bali suatu sistim politik 
Indonesia yang sehat dan dapat diandalkan. Sistim politik yg ideal bagi 
Indonesia, sebagaimana telah disep aka ti hanya mungkin bisa dieapai 
melalui pemurnian Pancasila dan penegakkan Undang-undang Dasar 1945. 
I tu memang bukan pekerjaan yang ringan, melainkan terasa amat berat, 
apalagi karena kita mengetahui pengalaman-pengalaman pahit masyarakat 
Indonesia di mas a lampau. Akan tetapi, itu bukanlah pula sesuatu hal yang. 
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tidak mungkin. 
Kalau proses perkembangan sifat/ tingkat partisipasi masyarakat dalam 

politik dapat dianggap sebagai salah satll ukuran yang amal penting dalam 
menentukan arah pertumbuhan sesuatu sistim politik yang sedang 
dibangun. maka penelitian yang mendalarn ten tang itu akan memungkin
kan kita unlllk melihat kenyataan yang ada dan berlaku secara lebihjelas, 
dan melalui itu membuat rencana-rencana politik yang lebih realistis. 
Sebagaimana telah dikemukakan, ada dua faktor yang menentllkan 
sifat/tingkat partisipasi masyarakat dalam politik , yaitu tingkat penge
tah4.an/kesadaran politik mereka· dan tingkat kepercayaan mereka 
terhadap sis tim politik berlaku. Menurut Jeffery M. Paige, melalui kedua 
faktqr itu dapat dibedakan 4 macam partisipasi masyarakat dalam politik. 
2) . 

Kalau pengatahuan/kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan 
mereka terhadap sistim politik yang berlaku juga tinggi, maka mereka akan 
berpartisipasi secara aktif. Partisipasi merel<:a itu sehat karena mereka loyal 
dan mendukung sistim politik yang ada. Loyalitas dan dukungan itu 
mampu bertahan karena sistim politik bukan saja memungkinkan mereka 
untuk berpartjsipasi secara aktif, tetapi juga karena ia responsif terhadap 
tuntutaiHuntut~n mereka yang wajar dan bertanggungjawab. Itu dengan 
sendirinya akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistim politik 
yang ada dan berlaku dan terhadap mereka yang berkuasa di dalamnya . 

. Uraian pendek ini menggambarkan partisipasj"macam ini hanya mungkin 
terjadi dalam suatu sistim politik yang demoluatis. Sebelumnya telah 
dikemukakan bahwa partisipasi politik , semacam ini pulalah yang 
memungkinkan munculnya mekariisme-pengontrol manipulasi-manipulasi 

. politik yang dapat diharapkan untuk mampu menjaga keslabilan dalam 
suatu sistim politik. 

Macam atau type partisipasi kedua terjadi kalau pengetahuan/kesadaran 
politik yang tinggi dibarengi oleh kepercayaan yang rendah te'rhadap sistim 
politik yang ada dan berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan 
tingkah laku yang tampak membangkang (dissident), yang di temani oleh 
sikap kurang atau tidak responsif dari mereka yang berkuasa dalam sistim 
politik itu. Munculnya sikap radikal dan tingkah laku membangkang dalam 
masyarakat an tara lain mungkin dimotivisir oleh adanya anggapan dan 
keyakinan dalam masyarakat bahwa praktek-praktek politik yang terjadi 
tidak lagi mencerminkan sistim politik yang ideal yang mereka dambakan. 
Radikalisme dan pembangkangan kadang-kadang terjadi, seperti yang 
diperlihatkan oleh kaum Negro di kota-kota Amerika Serikat di tahun 
1960-an, justru karena keinginan untuk merealisir apa-apa yang sudah 
ditentukan dalam konstitusi, tetapi enggan dilaksanakan oleh sebahagian 
dari mereka yang berkuasa. . 

Type partisipasi politik ketiga terjadi bila pengetahuan/kesadaran 
politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggl terhadap 
sistim politik. Dalam 'Hasona seperti ini, masyarakat memang tidak aktif 
berpolitik, tetapi secara diam-diam mereka dapat menerima sistim politik 
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yang bcrlakll. Type ini biasanya terjadi dalam sistim politik yang 
tradisionil. Macam partisipasi politik keempat muncul bilamall<! pcngc
lahuan/kesadaran politik yang rendah bcrtalian dcngan kcpcrcayaan yang 
('udah pula terhadap sistim politik. Dalam hal iIlL wa laupull masyarakat 
bcrsikap pasir. namun dalam kepasiran ilU merek<t merasa tCrlckan. 
tefl/lama oleh karena perlakuan yang mcreka anggap sewellang-wenang 
dari penguasa. Mereka mcrasa asing. dipencilkan dan mUllgkin dimusuhi di 
dalam ncgara mereka scndiri. Partisipasi type ini sering Icrjadi dalam sisti'll 
politik yang totaliter. 

VI 

Memang sulit untuk mcncnLukan yang mana dari kcempat type 
partisipasi politik di alas yang sebcnarnya berJaku di Indonesia, alau di 
negara-negara lain, sekarang Ini. Bahkan mungkin lebih mudah unluk 
mengetahui dan mengatakan bahwa tidak satupun daripadanya yang bisa 
dikemukakan scbagai bctul-betlll mencerminkan sira! parlisipasi politik 
masyarakat Indonesia sccara kescluruhan. Jelas, ini adalah salah satu 
kelemahan dari konscp yang baru saja dillraikan. 

Sllngguhplln begitu, tidaklah herarti bahwa kunsep ini samasekali tidak 
berguna. Paling kurang ia bisa dipakai sebagai alat penajam kcrangka 
pemikiran buat mcmpelajari dan menganalisa partisipasi politik masya
rakat. Mclalni itll kita masing-masing, umpamanya, mungkin akan lebih 
mudah mcneari disekitar mana dari yang 4 macam itll kiranya terletak 
corak partisipasi politik masyarakat Indonesia dewasa ini. Apakah 
mendekati type pertama, ataukah terletak di anlara type pertama dan 
ketiga, ataukah di tempat lain? 

0atu hal lagi yang mungkin dapat kita ambil daripadanya ialah bahwa 
kalau memang kita menganggap partisipasi politik mcrupakan salah satu 
faktor yang ama! penting d,dam suatu sislim pol itik, maka uraian di atas 
mcnunjukkan bahwa partisipasi maCJm yang pcrtalOa tampak schagai type 
yang paling ideal, dan itu hanya mungkin dicapai ka lau sistim polilik itu 
adalah demokratis sifatnya. Mcmang. sudah lama kila mengcnal 
macam-macam bentuk sistim politik y .. mg dihc ri sebutan dClllokrasi, (elapi 
dalam realitanya tcrdapat perbedaan-perhedaan yang menyolok di antara 
merek.a. Sifat perbcdaan itll paling kurang ada dua mat:am. yaitu dari scgi 
isi yang terkandung di dalamnya dan dari scgi gaya mcncapai isi illi. Oari 
scgi isi. maka berdasarkan uraian di .atas suatu sistim politik yang 

demokratis hanya mungkin bisa dicapai kalau partisipasi aktif masyarakat 
dalam politik terjamin, dan itl! hanya mllngkin kalall pengetahuan/ 
kesadaran politik mereka tinggi scrta kepereayaan mereka terhadap sistim 
politik yang ada juga tinggi. Kalau suatll sistim politik tidak mengandung 
isi yang diangap amat penting ini, apapun sebutan yang diberikan 
kepadanya akan sulit untuk dapa! dikatakan demokratis. Jadi, sifat 
dcmokratis dati suatu sistim politik amat ditentukan oleh isi yang 
terkandung di dalamnya. 
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PcrbcJaan lcntu tCljadi dalam gaya masing-masing masyarakat untuk 
mencapai isi dcmokrasi yang csensiil itu. Umpamanya, da\am mclaksana
kan partisipasi polit ik yang sehat atau aktif ada masyarakal yang biasa 
memakai .gaya lcrus-lcrang alau hlak-bJakan, tetapi ada pula yang Icbih 
mCI~yenangi gaya lain seper! i mclalui kiasan dan sind iran halus. Walaupun 
gaya berbeda, tetapi masing-masing masih mengutarnakan isi yang dianggap 
sangat cscnsi di atilS. Perbedaan gaya ini antara lain disebabkan oleh 
perbedaan dalam kehudayaan polilik masing-masing masyarakat. Sejalan 
dengan ilu , bukannya lidak mungkin bahwa ada demokrasi bergaya 
Amerika, bcrgaya .Iepang, bergaya Swedia, bergaya Swiss dan bergaya 
Indonesia. scjauh masing-masing masih mampu mempertahankan isi 
dcmokrasi yang sebenarnya . 

Kesulitan biasanya terjadi hilamana gaya menjadi hal yang paling 
diutamakan schingg<t , disadari at:H1kah tidak. ia muncul sebagai isi baru 
menggantikan isi yang scsungguhnya. Kalau sampai terjadi demikian , akan 
sulit pula untuk mcmpertahankan bahwa · sis tim politik itu masih 
demokratis. 

Masyarakat kota mungkin mcmpunyai pengetahuan/kesadarall politik 
yang Icbih tinggi daripada mcreka yang bcrdiam di desa , tctapi. dan 
scbahagian olch karena itu. mcreka lebih lekas pula menjadi frustrasi 
tcrhadap sistim politik yang ada yang lambat laun merusak kepercayaan 
mercka terhadapnya. Ini menunjukkan ahwa partisipasi politik masyarakat 
kota. di samping I11cmpunyai faktor-faktor positif terhadap perkembangan 
demukrasi, tampak mcngandung hal-hal yang cenderung membawa mereka 
unluk mudah tcrundang buat bersikap ker.s dan bertingkah laku radikal. 

Bcrbeda dcngan masyarakal kula, masyarakal desa yang mungkin lebih 
rcndah pengetahuaJ1/kcsadaran poliliknya memang lidak begitu lekas 
mcnjadi frustrasi. Tetapi rasa tidak puas itu selalu mempunyai 
kemungkinan wlluk sampai kepad<l mereka, walaupun biasanya memakan 
wak lu yang lcbih lama. Kalau sudah sampai mereka akan berada datam 
type partisipasi kccmpat disebut di atas, di mana mereka pasif dan merasa 
tcrtekall. BibmaniJ masyarakat desa sepe rti ini bertcmu dengan masyarakat 

Salah salu pcrsoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara sedang 
bcrkcmbang scpcrli Indonesia ialah karena, kadang-kadang, dalam praklck 
alau tingkah laku pnlilik schari-hari tcrjiJdi kckaburan pcngertiali scpcrti d i 
atas ten tang isi dan gaya dClllokrasi. 

Ke lemahanlain dari knnsep partisipasi politik yang telaJl diuraikan ialah 
karcna dalam masyarakat scring (e!jadi pcrhcdaan-perbedaan yang cukup 
kc nt,lfa alau mcnyolok. sehingga su lit untu k mcngadakan penyamarataan 
(gcneratisasi). Tetapi, ka lau perbcdaan-perbcdaan itu bisa dikctahui secara 
berarli, konscp ini juslru mungkin bisa dipakai untuk lebih memahami 
perbcdaan itu karena sifat partisipasi politik mereka diperkirakan akan 
mempcrlihatkan corak-corak yang tidak sama. Dalam masyarakat 
Indonesia sckarang. umpamanya. agak jelas terlihat adanya perbedaan 
sikap dan lingkah laku polilik anlara mereka yang hidup di kOlo-kola 
(urb<ln) dan mcreka y<lng menghuni pedcsaan. 
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kota yang radikal (type partisipasi ketiga), maka kedli~· imlompok ini akan 
mampu membentuk suatu kombinasi yang bisa melallirkan kejadian
kejadian politik yang membahayakan keselamalan sis lim polilik yang ada. 
Sejarah politik Indonesia, kalau diteliti dengan sungguh-sungguh, pernah 
mencatat kejadian-kejadian seperti itu. 

Jadi, walaupun perhatian kita dalam membangun suatu sis tim politik 
yang sehat di Indonesia tampak perlu memperhatikan perbedaan an tara 
masyarakat kota dan desa, tetapi pada waktu yang sama amat penting pula 
untuk mengetahui hubungan timbal-balik antara keduanya. Partisipasi 
politik masyarakat kota memang tampak lain daripada partisipasi politik 
masyarakat desa, tetapi mereka saling berkaitan dengan erat sekali. 

VII 

Kalau kila memang ingin membangun sualu sislim politik yang sehat 
dan demokratis, uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa itu m'emerlukan 
peningkalan pengetahuan/kesadaran politik masyarakat dan memantapkan 
kepercayaan mereka terhadap sistim politik yang ada dan berlaku. 
Peningkatan pengetahuan/kesadaran politik bisa dilakukan melalui proses 
pendidikan politik yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan dalam 
masyarakat kita. Memantapkan kepercayaan mereka terhadap sistim 
politik antara lain tergantung pada kemampuan sistim politik itu untuk 
melaksanakan secara jujur dan berlanggung jawab apa-apa yang telah 
digariskan oleh konstitusi dan undang-undang tentang ketatanegaraan yang 
melengkapinya. Semakin tinggi pengelahuan/kesadaran politik masyarakat, 
semakin mudah pula mereka melihat apakah praktek-praktek politik yang 
berlaku dapat dikatakan menyeleweng ataukah tidak. 

Mempercepat proses pendidikan politik berarti menuntut Icbih banyak 
kepada kila semua, terutama kepada mereka yang duduk dalam 
pemerintahan, untuk menjaga dan mempertahankan kemantapan keper
cayaan masyarakat terhadap sistim politik yang ada dan ingin kita bangun. 
Tunlutan itu bisa berarti agar supaya tingkah laku politik semakin . 
disesuaikan dengan kehendak peraturan-peraturan hukum yang meng
atumya, seperti tentang bagaimana kekuasaan harus dipakai dan dibagi.-Di 
sini kita kembali menemukan hubungan yang erat an tara hukum dan 
politik. Lalu, apakah panlas unluk disimpulkan, bahwa proses 
demokralisasi yang sehat dari sualu sistim politik, yang dicerminkan oleh 
usaha unluk membangkilkan parlisipasi yang aktif dari masyarakat dalam 
politik, menghendaki proses pelaksanaan dan penegakkan hukum yang 
sehal pula. Kalau begilu, pembangunan politik rupanya tidak bisa 
dilcpaskan ...lri pembangunan hukum, dan sebaliknya.-

Jakarta, 12 Fcbruari 1976. 
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